BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 29/x/2Armr 2026
TENTANG

KRITERIA PEJABAT FUNGSIONAL YANG DITUNJUK SELAKU PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan
kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran
2026 sehubungan dengan terbatasnya pejabat struktural
pada perangkat daerah perlu menetapkan kriteria pejabat
pelaksana teknis Kkegiatan yang berasal dari pejabat
fungsional;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab I Huruf G
Angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, Dalam hal pada perangkat daerah tidak terdapat
pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan
struktural, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
dapat menetapkan pejabat fungsional selaku pejabat
pelaksana teknis kegiatan yang Kkriterianya ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Kriteria Pejabat Fungsional yang Ditunjuk
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Angggaran
2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negar
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubai) ‘
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentan
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2022 Nomor 4);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor
31);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2025 Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan:

KESATU : Kriteria Pejabat Fungsional yang Ditunjuk Selaku Pejabaf@ ;
Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Angggaran 2026 meliputi:

a. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;

b. menduduki jabatan fungsional minimal jenjang ahli muda;
dan /

c. kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dikelola berkaitan
dengan tugas dan fungsi unit kerja dari pejabat fungsional.



KEDUA : Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat berasal dari:

a. pejabat fungsional umum; atau
b. pejabat fungsional tertentu.

KETIGA : Kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran dapat
menetapkan lebih dari 1 (satu) pejabat pelaksana teknis kegiatan
di lingkungan perangkat daerah/unit kerja.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran
2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makale

pada tanggal © Januvori 2026

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan;

2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Tana Toraja.




